BAB IV
PENUTUP
A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan pada bab

sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa:

1. Terdapat masalah dalam pengaturan larangan impor barang bekas yang
bersifat tumpang tindih, yang mengakibatkan ketidakpastian hukum bagi
pelaku usaha barang bekas impor. Hal ini terkait dengan Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan dan Peraturan Menteri
Perdagangan Nomor 40 Tahun 2022 yang mengubah Peraturan Menteri
Perdagangan Nomor 18 Tahun 2021. Selain itu, tidak adanya keadilan yang
berkelanjutan dalam konteks ini dan diperlukan kajian berdasarkan Pasal 33
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai norma

hukum tertinggi.

2. Pengaturan mengenai larangan barang bekas impor juga diatur dalam
Pasal 8 Ayat 2 Nomor 8 Tahun 1999 tentang Undang-Undang Perlindungan
Konsumen, yang melarang pelaku usaha memperdagangkan barang yang
rusak, cacat, atau bekas tanpa memberikan informasi yang jelas. Namun bila
dilihat dari sudut pandang argumentum contrario, pelaku usaha sebenarnya
dapat mendistribusikan barang bekas impor, termasuk pakaian bekas, asalkan
mereka memberikan informasi yang akurat mengenai kondisi dan kualitas
barang tersebut. Dengan demikian, hal ini dapat menjadi dasar hukum bagi

pelaku usaha untuk melakukan perdagangan pakaian bekas impor.
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B . Saran

1. Bagi Pemerintah Indonesia perlu melakukan kajian ulang dengan
mengundang serta melibatkan antar pihak yang terlibat pelaku usaha yang
memahami kondisi lapangan, para ahli, pakar hukum, serta lembaga terkait
untuk pembuatan dalam penyusunan harmonisasi dan penyederhanaan
regulasi yang mengatur penjualan barang bekas impor dan perlindungan
konsumen. Penting untuk melakukan harmonisasi dan penyederhanaan
aturan yang ada. Regulasi yang terlalu kompleks dapat menghambat
pelaku usaha dan menciptakan ketidakpastian hukum. Oleh karena itu,
pemerintah perlu merumuskan regulasi yang jelas, sederhana, dan mudah
dipahami oleh semua pihak. Hal ini akan menciptakan keseimbangan
ekonomi nasional pada usaha yang lebih baik dan mendorong
pertumbuhan sektor perdagangan barang bekas. Serta Pemerintah
Indonesia untuk melakukan analisis yuridis terhadap regulasi yang
diterapkan di negara-negara lain yang telah berhasil mengelola
perdagangan barang bekas impor dengan efisien. Negara-negara seperti
Jepang, Jerman, dan Australia memiliki kerangka regulasi yang jelas dan
terstruktur, mencakup aspek perlindungan konsumen, tanggung jawab
pelaku usaha, serta peran pemerintah. Dengan mempelajari praktik terbaik
dari negara-negara tersebut, Indonesia dapat mengadopsi elemen-elemen
yang relevan dan sesuai dengan konteks lokal, sehingga dapat
menciptakan kepastian hukum dan keadilan bagi semua pihak yang

terlibat.
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2. Bagi Pelaku Usaha, perlu secara proaktif mengikuti program-program
edukasi yang diselenggarakan oleh pemerintah, lembaga perlindungan
konsumen, dan asosiasi bisnis. Program mencakup pelatihan tentang hak
dan kewajiban pelaku usaha, serta pemahaman mendalam mengenai
regulasi yang mengatur perdagangan barang bekas. Dengan pengetahuan
yang lebih baik, pelaku usaha dapat menghindari pelanggaran hukum dan
meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan yang ada. Pelaku usaha harus
menerapkan praktik bisnis yang transparan dan bertanggung jawab, seperti
memberikan informasi yang jelas mengenai produk yang dijual, termasuk

asal-usul barang, kondisi barang,
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